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1.1.

1.2.

Hal. 1

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan
untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan
pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat
fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk
perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil.

Sebagai pelaksanaan Undang-undang nomor 25 tahun 2004; Undang-undang nomor 17
tahun 2003 ; Undang-undang nomor 32 tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah nomor 8
tahun 2008; Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan
Daerah. Selain itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja
SKPD yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Sebagai penjabaran Renstra SKPD, Rencana Kerja SKPD tidak terlepas dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Bontang periode 2011-2016, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Strategis
Kementerian Lingkungan Hidup. Unit SKPD adalah unit pemberi masukan utama bagi
penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung
dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Landasan Hukum

Landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai
berikut :

1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur,
dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana
terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3962);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tetang Perubahan Atas Undang-
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Hal. 2

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bontang 33 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kota Bontang Tahun 2010 - 2030;

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 —2025.

Peraturan Walikota No.43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang

Maksud Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup tahun 2015 yaitu

memberikan pedoman untuk Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang dalam

melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang di Rencana Strategis
Badan Lingkungan Hidup 2011-2016.

Adapun tujuan dari rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup tahun 2015 yaitu :

Memenuhi ketentuan peraturan perundangan dimana SKPD memiliki kewajiban
untuk membuat Renja

Memudahkan dalam melaksanakan perencanaan program dan kegiatan tahun 2015
Memastikan konsistensi penyusunan program dan kegiatan antara Renja dengan
Renstra

Sistematika dan Penulisan

Sistematika penulisan Renja 2015 ini adalah sebagai berikut :
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BAB I
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dalam kaitan dengan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, secara operasional

program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada :

1)

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, urusan bidang
lingkungan hidup Kota Bontang terdiri atas 19 sub bidang dan 64 urusan.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup

Dengan keluarnya PP Nomor 197 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota,
secara bertahap Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang telah menerapkan SPM
Bidang Lingkungan Hidup yang mencakup :

Pencegahan pencemaran air
Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
Penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa

Qa 0 T o

Tindak lanjut laporan/pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan SPM tersebut, BLH secara kontinyu
melaporkan hasilnya ke Kementerian Lingkungan Hidup.

Program Strategis Kementerian Lingkungan Hidup

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Kementerian
Lingkungan Hidup telah menetapkan Program Strategis Nasional yang diacu oleh
Badan Lingkungan Hidup, yaitu :

Penataan Lingkungan
Fokus utama penataan lingkungan diarahkan pada program perlindungan dan
konservasi sumber daya alam dan pengendalian pencemaran lingkungan.

Penataan lingkungan difokuskan pada program perlindungan dan konservasi
sumber daya alam melalui pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pemanfaatan ruang. Sedangkan penataan lingkungan vyan
berfokus pada pengendalian pencemaran diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan
yang mengarah pada peningkatan pengkajian dampak lingkungan dan
pengembangan pedoman termasuk indikatornya (AMDAL,UKL-UPL, audit
lingkungan).

Pengendalian Pencemaran
Program-program yang dijalankan diwujudkan dalam bentuk :
- Adipura
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Progam Adipura bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan
masyarakat mewujudkan kota “bersih dan teduh” (clean and green city)
dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance (transparansi,
partisipasi dan akuntabilitas). ADIPURA merupakan program yang dinamis,
sehingga perbaikan terus menerus (continuous improvement) merupakan
salah satu prinsip dasar pelaksanaan program ini.

Pada tahun 2013, pemerintah Kota Bontang kembali mendapatkan
penghargaan ADIPURA. Pemerintah Kota Bontang pada tahun ini meraih
penghargaan yang lebih prestisius dengan mendapatkan ADIPURA Kencana
untuk pertama kali

Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Program nasional ini diarahkan pada penurunan laju kerusakan lingkungan

yang mencakup sumber daya air, hutan dan lahan, keanekaragaman hayati,

energi, atmosfir, serta ekosistem pesisir dan laut dalam bentuk program :

Menuju Indonesia Hijau

Bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam
menjalankan konservasi, penanggulangan dan pemulihan, serta
pengawasannya. Cakupan program Menuju Indonesia Hijau meliputi :
pengendalian kerusakan hutan dan lahan, pengelolaan kualitas dan
kuantitas sumber daya air, pengendalian kerusakan pesisir dan laut,
pengelolaan keanekaragaman hayati, pengendalian sumber penyebab
kerusakan atmosfer, dan konservasi energi dan penggunaan energi
alternatif.

Konservasi Sumber Daya Air

Pada tahun 2013, BLH melaksanakan kegiatan kajian sumber air bawah
tanah bekerjasama dengan perguruan tinggi. Di samping itu, telah
dilaksanakan pula pemantauan koondisi air sumur permukaan di wilayah
Kota Bontang.

Pantai dan Laut Lestari

Program Pantai dan Laut merupakan implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau
Perusakan Laut berskala nasional dan dilaksanakan secara mandiri oleh
masing-masing Daerah Otonom. Program ini terdiri atas tiga paket program
kerja, yaitu : Pantai Bersih, Bandar Indah dan Teman (Terumbu Karang dan
Mangrove) Lestari. Tujuan dari Program Pantai dan Laut Lestari yaitu
menurunkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut.

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Pogram vyang dijalankan yaitu PROPER yang difokuskan pada kegiatan

manufaktur, pertambangan, energi dan migas, dan agroindustri. PROPER

merupakan salah satu upaya untuk mendorong penaatan perusahaan dalan
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pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Tujuan dari
program PROPER yaitu :

e meningkatkan penaatan perusahaan terhadap pengelolan lingkungan

e meningkatkan komitmen para stake holder dalam upaya pelestarian
lingkungan

e meningkatkan kinerja para pelaku usaha untuk menaati peraturan
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

e mendorong penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery (4R)
dalam pengelolaan limbah

e PROPER merupakan komplementer dan bersinergi dengan instrumen
penaatan lainnya.

Penaatan Hukum Lingkungan

Sasaran prioritas di bidang penaatan lingkungan vyaitu meningkatnya
kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan.
Program-programnya meliputi : pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan dan pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup.

Lingkup program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
mencakup penegakan hukum pidana dan administrasi lingkungan, dan
penegakan hukum perdata dan penyelesaian sengketa luar pengadilan.

Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Program-program yang dijalankan yaitu :

e Kalpataru
Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat baik
secara perorangan maupun kelompok vyang telah memberikan
sumbangsihnya pada upaya pelestarian fungsi lingkungan. Penghargaan
Kalpataru terdiri empat kategori, yaitu perintis lingkungan, pengabdi
lingkungan, penyelamat lingkungan dan pembina lingkungan.

e Adiwiyata
Program Adiwiyata bertujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan
dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
Dalam program ini setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan
sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak
lingkungan yang negatif.

e Pekan Lingkungan Indonesia
Pekan Lingkungan Indonesia (PLI) adalah kegiatan interaktif dan pameran
bersama yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk
memperingati Hari Lingkungan Hidup setiap tanggal 5 Juni setiap tahunnya.
Tujuan dari PLI yaitu untuk mempresentasikan kinerja dan hasil kerja
beragam lembaga pengelolaan lingkungan seperti departemen, provinsi,
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kabupaten/kota, BUMN,perusahaan swasta nasional dan multi nasional,
lembaga pendidikan, dan kelompok-kelompok masyarakat.

e Publikasi dan Layanan Masyarakat
Berbagai informasi yang disampaikan kepada masyarakat dikemas dengan
menggunakan teknologi yang akrab dengan publik, diantaranya dalam
bentuk cetak seperti majalah, poster, leaflet, dan tulisan-tulisan yang
dimuat dalam medi acetak. Di samping itu, digunakan pula media
konvensional dalam bentuk souvenir yang akrab dengan kehidupan dan
kebutuhan sehari-hari, seperti kaos, topi, tas dll.

7. Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas

Program pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup diwujudkan dalam kegiatan pengembangan kapasitas
kelembagaan lingkungan. Indikator dari program ini yaitu terwujudnya
pengembangan tatanan sistem dan mekanisme kelembagaan lingkungan
dalam pelaksanaan fungsinya di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan
pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Indikator lainnya vyaitu
meningkatnya peran para pemangku kepentingan dalam pengelolaan
lingkungan hidup.

Program sarana teknis berupa operasional laboratorium sebagai alat pengujian
secara teknis. Indikatornya vyaitu ketersediaan sarana dan prasarana,
peningkatan kapasitas personal, dan terselenggaranya pelayanan jasa
laboratorium sebagai sarana pengendalian lingkungan.

4) Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Kota Bontang yang diuraikan sebagai arah
kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Kota Bontang.



TABEL 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2014
Kota Bontang

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang

Hal. 8

Perkiraan Realisasi Capaian

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Kinerja Target ¢ dan Kegiatan Tahun]2013 ¢ Target Target Renstra SKPD s/d
Capaian Kinerja Hasil (Tahun Lalu /n-2) program dan hTafLun.ZIOM 1
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Program Program dan kegiatan (tahun berjalan/n-1)
Kode Pemerintahan Daerah Dan . Renstra SKPD Keluaran Renja SKPD
Program/ Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (output) Tahun 2016 Kegiatan s/d Tingkat tahun 2014 L Tingkat
(akhir periode dengan Target Realisasi Realisasi (tahun Realls:a5| Capaian
Renstra SKPD) tahun 2012 (%) berjalan) Capaian (%)
(tahun n-3)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Urusan Wajib
1|8 Lingkungan Hidup
1(8[(1|8|1]| 16 Program pengendalian
pencemaran dan kerusakan
lingkungan
11818 (1] 16 01 | Koordinasi Penilaian Kota Meningkatnya nilai titik pantau >71 74 74 74 100 76 76 100
Sehat/Adipura
118|181 16 03 | Pemantauan kualitas Terpantaunya kualitas air 12 titik pantau 12 titik 12 titik 12 titik 100 12 titik titik pantau 100
lingkungan sungai pantau pantau pantau pantau
Terpantaunya kualitas air laut 15 titik pantau 26 titik 15 titik 15 titik 100 15 titik titik pantau
pantau pantau pantau pantau
Terpantaunya kualitas air 18 titik pantau 18 titik 18 titik 18 titik 100 18 titik titik pantau
limbah pantau pantau pantau pantau
118|181 16 04 | Pengawasan Pelaksanaan Prosentase ketaatan terhadap 60% - 50% 0% 52% 52%
Kebijakan Bidang Lingkungan peraturan undang-undang
Hidup bidang lingkungan hidup
118|181 16 06 | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Teridentifikasinya badan usaha 100% 8 badan 8 badan 8 badan 100% 8 badan
yang mengelola limbah B3 usaha usaha usaha usaha
118|181 16 07 | Pengkajian dampak lingkungan Penilaian dokumen lingkungan 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100
dan kelayakan lingkungan
Pemberian rekomendasi dan 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100
kelayakan lingkungan
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16 09 | Peningkatan peringkat Kinerja Terawasinya badan usaha 10 0 10 0 0 10 0 0
Perusahaan (proper) dalam bidang pengelolaan
lingkungan
16 12 | Penyusunan Kebijakan Tersusunnya reperda 1 draft 0 1 draft 0 0% 1 draft 0 0
Pengendalian Pencemaran dan | perlindungan dan pengelolaan
Perusakan Lingkungan Hidup lingkungan hidup
16 13 | Koordinasi penyusunan AMDAL | Penilaian dokumen lingkungan 100% 100% 100% 100% 100 0 100% 100
dan kelayakan lingkungan
16 17 | Kegiatan/momen tahunan Terlaksanya peringatan hari- 4 kegiatan 5 kegiatan 4 kegiatan 3 kegiatan 75% 4 kegiatan 4 kegiatan 100
lingkungan hidup hari lingkungan hidup
16 18 | Peningkatan sarana dan Terpasangnya alat ISPU 3 unit 1 unit 1 unit 0 0 1 unit 0 33,3
prasarana laboratorium -
Terpeliharanya alat ISPU 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100
Bertambahnya peralatan lab uji 5 paket 0 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100
kualitas udara, air tanah
Pemeliharaan peralatan lab 100% - - 0% 100% 100%
Tersedianya mobil lab 1 unit 0 0 0 0 1 unit 0 0
16 23 | Pengendalian kerusakan tanah Tersedianya data status dan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100
untuk produksi biomassa kondisi kerusakan tanah
16 25 | Pengawasan Pelaksanaan Prosentase pengawasan 100 - 100 100 100 100 100 100
Pengelolaan dan Pemantauan AMDAL
Lingkungan Prosentase pengawasan UKL- 90 - 78 0 82
UPL
Prosentase pengawasan SPPL 90 - 69 0 76
16 26 | Pembinaan dan Pengawasan Jumlah usaha/ kegiatan yang 10 10 10
Manajemen Lingkungan menerapkan sistem
manajemen lingkungan,
ekolabel, produksi bersih dan
teknologi berwawasan
lingkungan
Sosialisasi dan penilaian kinerja 1 kali 1 kali 1 kali
Prosentase sumber air yang 90 78 82
dipantau
Prosentase pencemaran dan 42,5 44 43,5
kerusakan lingkungan hidup
17 Program Perlindungan

Konservasi Sumber Daya Alam




Hal. 10

17 01 | Konservasi sumber daya air Tersedianya data kedudukan 15 sumur (2x 20 sumur 15 sumur 40 sumur 266 15 sumur 30 sumur 100
dan pengendalian kerusakan muka air bawah tanah pada sampling)
sumber-sumber air aquifer dangkal
Tersedianya hasil analisis 3 kecamatan 3 kecamatan 3 3 100 3 kecamatan 3 kecamatan 100
penyebaran bakteri e coli dan kecamatan kecamatan
jumlah pemakaian air tanah
17 05 | Pengendalian dampak Sosialisasi dampak perubahan 1 kali 0 1 kali 1 kali 100 - - 100
perubahan iklim iklim
Pengawasan bahan perusak 100% 0 100% 0 0 100% 0 0
ozon
Teriventarisasinya usaha-usaha 3 kecamatan - 1 kec 0 0 1 kec 1 kec 100
penghasil GRK
Tersosialisasinya GRK 1 kali 0 - - - - - 0
17 07 | Peningkatan konservasi daerah | Tersedianya data kawasan 1 dok 0 1 dok 1 dok 100 - - 100
tangkapan air dan sumber- resapan sebagai zona isian/
sumber air imbuhan air tanah
Jumlah sumur pantau untuk 2 sumur 0 1 0 0 1 sumur 0 0
sumur dalam
jumlah sumur imbuhan 4 sumur 0 1 0 0 0 0 0
(injeksi)
17 08 | Pengendalian dan pengawasan | Tersedianya data kerusakan 1 dokumen - - 0 1 dokumen 1 dokumen
pemanfaatan SDA lingkungan dengan
menggunakan data satelit dan
data lapangan
17 09 | Koordinasi pengelolaan Sumur pantau dapat berfungsi 100% 0 100 100 100 100 100 100
konservasi SDA
18 Program Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan Sumber
Daya Alam
18 01 | Pengelolaan dan Rehabilitasi Pemantauan terumbu karang 6 stasiun 6 stasiun 6 stasiun 10 stasiun 166 6 stasiun 6 stasiun 100
Terumbu Karang, Mangrove, dan padang lamun di 8 stasiun
Padang Lamun, Estuaria Dan
Teluk
19 Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
19 01 | Peningkatan Edukasi dan Terpenuhinya kriteria sekolah 18 sekolah 5 sekolah 3 sekolah 3 sekolah 100 3 sekolah 3 sekolah 100
Komunikasi Masyarakat di Adiwiyata
Bidang Lingkungan
19 02 | Pengembangan data dan Dokumen status lingkungan 1 dokumen 0 1 dokumen | 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100

informasi Pusat dan Daerah

hidup daerah
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19 | 04 | Penguatan Jaringan Informasi Tersedia dan terpasangnya 1 paket - - - - 1 paket 1 paket 100
Lingkungan Pusat dan Daerah perangkat lunak dan keras SILH
19 06 | Penanganan Kasus-kasus Prosentase penyelesaian kasus 100 100 100 100 100 100 100 100
Lingkungan Hidup lingkungan hidup
18 07 | Pemberdayaan Masyarakat di Meningkatnya kesadaran 3 pokmas 0 3 pokmas 3 pokmas 1000 3 pokmas 0 0
Bidang Lingkungan masyarakat terhadap PPLH (pengharga
an)
19 08 | Pemilihan duta lingkungan Terpilihnya duta lingkungan 18 orang 3 orang 0 0 0 0 3 16,7
hidup hidup tingkat nasional
20 Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
20 02 | Pengujian emisi/polusi udara Tersedianya data kualitas 17 titik pantau 17 titik 17 titik 17 titik 100 17 titik 17 titik 100
akaibat aktivitas industri udara emisi pantau pantau pantau pantau pantau
Tersedianya data kualitas 22 titik pantau 22 titik 22 titik 22 titik 100 22 titik 22 titik 100
udara ambien pantau pantau pantau pantau pantau




2.2.

Hal. 12

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis gambaran pelayanan BLH Kota Bontang untuk menunjukkan:

1.
2.
3.

Peran BLH Kota Bontang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Sumber daya BLH Kota Bontang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra BLH Kota Bontang
periode sebelumnya

Capaian kinerja antara Renstra BLH Kota Bontang dengan RPJMD periode sebelumnya;
dan

Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi.



Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Lingkungan Hidup
Kota Bontang

Hal. 13

sPM/ Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
NO Indikator standar KK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Catat.a‘n
nasional 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2015 Analisis
(n-2) (n-1) (n) (n+1) (n-2) (n-1) (n) (n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (@) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1. Program Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan
11 Meningkatnya nilai titik pantau penilaian >71 >71 >71 >71 74,5 76 76
Adipura
1.2 Terpantaunya kualitas air sungai 12 titik 12 titik 12 titik 12 titik 40 titik 40 titik 40 titik
pantau pantau pantau pantau pantau pantau pantau
13 Terpantaunya kualitas air laut 15 titik 15 titik 15 titik 15 titik
pantau pantau pantau pantau
1.4 Terpantaunya kualitas air sumur dalam 10 titik 10 titik 10 titik 10 titik
1.5 Terpantaunya kualitas air limbah 18 titik 18 titik 18 titik 18 titik 18 titik 18 titik
pantau pantau pantau pantau pantau pantau
1.4 Terpantaunya kualitas air sumur dangkal 5 titik 5 titik 5 titik 5 titik
1.7 Prosentase ketaatan terhadap peraturan 54% 56% 58% 60% 60%
undang-undang bidang lingkungan hidup
1.8 Teridentifikasinya badan usaha yang 8 badan 8 badan 8 badan 8 badan 8 badan 8 badan
mengelola limbah B3 usaha usaha usaha usaha usaha usaha
1.9 penilaian dokumen lingkungan dan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kelayakan lingkungan
1.11 Pemberian rekomendasi dan kelayakan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
lingkungan
1.12 Terawasinya badan usaha dalam 10 badan 10 badan 10 badan 10 badan 10 badan 10 badan 10 badan
pengelolaan lingkungan usaha usaha usaha usaha usaha usaha usaha
1.13 Tersusunnya raperda perlindungan dan 1 draft 1 draft 1 draft 1 draft 1 draft
pengelolaan lingkungan hidup
1.14 Terlaksananya peringatan hari-hari 4 kegiatan | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 3 kegiatan 4 kegiatan
lingkungan hidup
1.15 Terpasangnya alat ISPU 1 unit 1 unit 1 unit
1.16 Terpeliharanya alat ISPU 100% 100% 100%
1.17 Bertambahnya peralatan lab uji kualitas 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket (3 1 paket
udara, air tanah alat)
1.18 Pemeliharaan peralatan lab 100% 100% 100% 100% 100%
1.19 Tersedianya mobil lab 1 unit




Hal. 14

1.20 Tersedianya data status dan kondisi 1 1 1 1 1 1
kerusakan tanah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
1.21 Prosentase pengawasan AMDAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.22 Prosentase pengawasan UKL-UPL 78% 82% 86% 90% 90%
1.23 Prosentase pengawasan SPPL 69% 76% 83% 90% 90%
1.24 Jumlah usaha/kegiatan yang menerapkan 10 badan 10 badan 10 badan 10 badan
sistem manajemen lingkungan, ekolabel, usaha usaha usaha usaha
produksi bersih dan teknologi
berwawasan lingkungan
1.25 Sosialisasi dan penilaian kinerja 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
1.26 Prosentase sumber air yang dipantau 78% 82% 86% 90% 90%
1.27 Prosentase pencemaran dan kerusakan 44% 43.5% 43% 42.5% 42.5%
lingkungan hidup
2 Program Perlindungan Konservasi
Sumber Daya Alam
2.1 tersedianya data kedudukan muka air 15 sumur 15 sumur 15 sumur 15 sumur 40 sumur 15 sumur
bawah tanah pada aquifer dangkal (2x
sampling)
2.2 tersedianya hasil analisis penyebaran 3 3 3 3 3 3
bakteri e-coli dan jumlah pemakaian air kecamata kecamata kecamata kecamata kecamata kecamata
tanah n n n n n n
2.3 Sosialisasi dampak perubahan iklim 1 kali 1 kali
2.4 Pengawasan bahan perusak ozon 100% 100% 100% 100% 100%
2.5 Terinventarisasinya usaha-usaha 1 1 1
penghasil GRK kecamata kecamata kecamata
n n n
2.6 Tersosialisasikannya GRK
2.7 Tersedianya data kawasan resapan 1 dok 1 dok
sebagai zona isian/imbuhan air tanah
2.8 Jumlah sumur pantau untuk sumur 1 sumur
dalam
2.9 jumlah sumur imbuhan (injeksi) 1 sumur 1 sumur 1 sumur 1 sumur 1 sumur
2.10 Tersedianya data kerusakan lingkungan
dengan menggunakan data satelit dan
data lapangan
2.11 Sumur pantau dapat berfungsi 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.12 Tersedianya dokumen profil flora dan 1 1 1 1 1 1
fauna dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
3 Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam
3.1 Pemantauan terumbu karang dan padang 6 stasiun 6 stasiun 6 stasiun 6 stasiun 10 stasiun 6 stasiun
lamun di 8 stasiun
4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup




Hal. 15

4.1 Terpenuhinya kriteria sekolah Adiwiyata 3 sekolah 3 sekolah 3 sekolah 3 sekolah 10 sekolah 3 sekolah
4.2 Dokumen Status Lingkungan Hidup 1 1 1 1 1 1
Daerah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
4.3 Tersedia dan terpasangnya perangkat 1 paket
lunak dan keras SILH
4.4 Prosentase penyelesaian kasus 100% 100% 100% 100% 100% 100%
lingkungan hidup
4.5 Meningkatnya kesadaran masyarakat 3 pokmas 3 pokmas 3 pokmas 3 pokmas 3 pokmas 3 pokmas
terhadap PPLH (pengharg
aan)
4.6 Terpilihnya duta lingkungan hidup tingkat 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang
nasional
5 Program Peningkatan Pengendalian
Polusi
5.1 Tersedianya data kualitas udara emisi 17 titik 17 titik 17 titik 17 titik 17 titik 17 titik
pantau pantau pantau pantau pantau pantau
5.2 Tersedianya data kualitas udara ambien 22 titik 22 titik 22 titik 22 titik 22 titik 22 titik
pantau pantau pantau pantau pantau pantau
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Hal. 16

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya
yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis
adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi
permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan
peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Isu strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang, yaitu :

Peningkatan sumber daya manusia
Peningkatan sarana dan prasarana

3. Peningkatan koordinasi dan kemitraan dalam perlindungan dan pengelolan
lingkungan
4, Penguatan institusi dan peningkatan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat di

bidang lingkungan hidup.
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup
Pengendalian laju kerusakan lingkungan akibat usaha dan atau kegiatan
Pengendalian pencemaran lingkungan akibat usaha dan atau kegiatan
Peningkatan Koordinasi AMDAL
Peningkatan perlindungan konservasi sumber daya alam.

o N

10. Perlindungan sumber daya air Kota Bontang



2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.4.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015

dan Prakiraan Tahun 2016

Kota Bontang

Hal. 17

. Rencana Tahun 2015 Catat Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja T t Kebutuh an T t
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lok arg.e ebutuhan Sumber | oo arg.e Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan okasi C.?pal.?n Dana/ P:fgu Dana Cafpala')n Pagu Indikatif
Kinerja Indikatif ng Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Urusan Wajib
08 Lingkungan Hidup
08 | 01 Bidang Lingkungan Hidup
08 | 01 | 08 | 01 | 01 Pelayanan Administrasi 1.274.948.000 1..394.500
Perkantoran
08 | 01 08 01 01 01 | Penyediaan Jasa Surat - menyurat Pengeriman Surat/paket Kota Bontang 1 paket 2.420.000 APBD 1 paket 0
Kota
08 | 01 | 08 | 01 | 01 | 02 | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya Jasa telpon, internet Kota Bontang 1 paket 35.000.000 APBD 1 paket 40.000.000
dan Listrik dan Listrik Kota
08 | 01 | 08 | 01 | 01 | 06 | Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Kota Bontang 1 paket 25.000.000 APBD 1 paket 17.500.000
Kendaraan Dinas/Operasional pajak kendaraan dan Kota
pembaharuan STNK Kendaraan
Dinas/Operasional
08 | 01 | 08 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor Adanya Alat Tulis Kantor Kota Bontang 1 paket 64.128.000 APBD 1 paket 72.500.000
Kota
08 | 01 | 08 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Barang Cetakan Kota Bontang 1 paket 25.000.000 APBD 1 paket
Penggandaan Kota 25.000.000
08 | 01 08 01 01 13 | Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Bontang 1 paket 300.000.000 APBD 1 paket
Perlengkapan Kantor Kota 300.000.000
08 | 01 08 01 01 14 | Penyediaan Peralatan Rumah Peralatan Rumah Tangga Kota Bontang 1 paket 10.000.000 APBD 1 paket 10.000.000
Tangga Kota
08 | 01 | 08 | 01 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Koran dan buku peraturan Kota Bontang 1 paket 36.300.000 APBD 1 paket




Hal. 18

Rencana Tahun 2015 Catat Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja — e an —
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi arg‘e ebutuhan sumber | oo arg‘e Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan okasi C:-Tpalz:m Dana./ P:-fgu Dana Ce?pale.m pagu Indikatif
Kinerja Indikatif ng Kinerja
Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan Kota 38.000.000
08 | 01 | 08 | 01 | 01 | 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bahan Logistik Kantor Kota Bontang 1 paket 6.000.000 APBD 1 paket 7.500.000
Kota
08 | 01 | 08 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Makanan dan minuman rapat dan Kota Bontang 1 paket 36.800.000 APBD 1 paket 39.000.000
Minuman kegiatan Kota
08 | 01 | 08 | 01 | 01 | 18 | Rapat- rapat Koordinasi dan Perjalanan dinas 1 paket 639.300.000 APBD 1 tahun
Konsultasi keluar Daerah Kota 750.000.000
08 | 01 08 01 01 19 | Penyediaan Jasa Tenaga Kegiatan administrasi dapat Kota Bontang 2 orang 95.000.000 APBD 2 orang 95.000.000
Administrasi/Teknis Perkantoran dilaksanakan Kota
08 | 01 | 08 | 01 | 02 Program Peningkatan Sarana dan 542.200.000 545.500.000
. Prasarana Aparatur
08 | 01 | 08 | 01 | 02 | 10 | Pengadaan Mebeluer Tersedianya Mebeleur Kota Bontang 1 paket 100.000.000 APBD 1 paket 100.000.000
Kota
08 | 01 | 08 | 01 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin/berkala Terpeliharanya Kendaraan Kota Bontang 1 paket 390.000.000 APBD 1 paket
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional Kota 390.000.000
08 | 01 | 08 | 01 | 02 | 27 | Pemeliharaan Rutin/berkala Terpeliharanya Peralatan Kantor Kota Bontang 1 paket 36.000.000 APBD 1 tahun
Peralatan Gedung Kantor Kota 36.000.000
08 | 01 | 08 | 01 | 02 | 31 | Pemeliharaan Rutin Berkala / Terpeliharanya secara Kota Bontang 1 paket 16.200.000 APBD 1 paket
Berkala Komputer Rutin/Berkala Komputer Kota 19.500.000
08 | 01| 08 | 01 | 03 Program Peningkatan Disiplin 45.000.000
Aparatur
08 | 01 | 08 | 01 | 03 | 05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Tersedianya Pakaian khusus hari- Kota Bontang 1 paket 45.000.000 APBD 1 paket 45.000.000
hari tertentu hari tertentu Kota
08 | 01 08 01 05 Program Peningkatan Kapasitas 125.000.000
Sumber Daya Aparatur
08 | 01 | 08 | 01 | 05 | 01 | Pendidikan dan Pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan pegawai Kota Bontang 10 orang 125.000.000 APBD 10 orang 125.000.000
Kota
08 | 01 08 01 06 Program Peningkatan 69.000.000 69.000.000
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
08 | 01 08 01 06 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kerja Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Kota Bontang 1 laporan 15.000.000 APBD 15.000.000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD Kota
08 | 01 08 01 06 | 02 | Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Semesteran dan | Kota Bontang 1 laporan 9.000.000 APBD 9.000.000
Semesteran dan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Kota




Hal. 19

Rencana Tahun 2015 Catat Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja — e an —
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi arg‘e ebutuhan sumber | oo arg‘e Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan okasi Capaian Dana/ Pagu Dana Capaian pagu Indikatif
Kinerja Indikatif ng Kinerja
Prognosis Realisasi Anggaran
08 | 01 | 08 | 01 | 06 | 04 | Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Bontang 1 laporan 15.000.000 APBD 5 buku 15.000.000
Akhir Tahun Kota
08 | 01 08 01 06 10 | Penyusunan Renja SKPD Laporan Renja SKPD Kota Bontang 1 laporan 15.000.000 15.000.000
08 | 01 | 08 | 01 | 06 | 11 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Laporan Akuntabilitas Kota Bontang 1 laporan 15.000.000 15.000.000
08 01 08 01 10 PROGRAM PENYEBARLUASAN 150.000.00 150.000.000
INFORMASI PEMBANGUNAN 0
DAERAH
08 | 01 | 08 | 01 10 | 01 | Pelaksanaan Pameran Pameran Pembangunan Kota Bontang 1 kegiatan 150.000.000 150.000.000
Pembangunan
08 | 01 | 08 | 01 | 16 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan 1.548.203.000
Lingkungan Hidup
08 | 01 | 08 | 01 16 | 01 | Koordinasi Penilaian Kota Meningkatnya nilai titik pantau Kota Bontang >71 199.500.000 APBD >71 300.000.000
Sehat/Adipura Kota
08 | 01 | 08 | 01 16 | 03 | Pemantauan Kualitas Lingkungan Terpantaunya kualitas air sungai Kota Bontang 12 titik 492.200.000 APBD 12 titik 300.000.000
pantau Kota pantau
Terpantaunya kualitas air laut Kota Bontang 15 titik 15 titik
pantau pantau
Terpantaunya kualitas air limbah Kota Bontang 18 titik 18 titik
pantau pantau
Terpantaunya kualitas air sumur Kota Bontang 5 titik 5 titik
dangkal
Terpantaunya kualitas air sumur Kota Bontang 10 titik 10 titik
dalam
08 | 01 08 01 16 | 04 | Pengawasan Pelaksanaan Prosentase pengawasan AMDAL Kota Bontang 100% 136.000.000 APBD 100%
Pengelolaan dan Pemantauan Kota 150.000.000
Lingkungan Prosentase pengawasan UKL-UPL Kota Bontang 78% 78%
Prosentase pengawasan SPPL Kota Bontang 69% 69%
08 | 01 08 01 16 | 06 | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Teridentifikasinya badan usaha Kota Bontang 8 badan 114.050.000 APBD 8 badan
yang mengelola limbah B3 usaha Kota usaha 130.000.000
08 | 01 | 08 | 01 16 | 13 | Koordinasi Penyusunan AMDAL Penilaian dokumen lingkungan dan | Kota Bontang 100% 300.000.000 APBD 100% 0
kelayakan lingkungan Kota
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Rencana Tahun 2015 Catat Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja — e an —
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi arg‘e ebutuhan sumber | oo arg‘e Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan okasi C:-fpalz:m Dana./ P:-fgu Dana Ce?pal.'im pagu Indikatif
Kinerja Indikatif ng Kinerja
08 | 01 | 08 01 16 | 17 | Kegiatan/Moment Tahunan Terlaksananya peringatan hari-hari Kota Bontang 2 kegiatan 306.453.000 APBD 4 kegiatan 500.000.000
Lingkungan Hidup lingkungan hidup Kota
08 01 08 01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
08 | 01 | 08 | 01 | 17 Program Perlindungan Konservasi 957.000.000
Sumber Daya Alam
08 | 01 | 08 | 01 17 | 01 | Konservasi sumber daya air dan tersedianya data kedudukan muka Kota Bontang 1 dokumen 232.000.000 APBD 0
pengendalian kerusakan sumber- air bawah tanah pada aquifer Kota
sumber air dangkal
08 | 01 | 08 | 01 17 | 07 | Peningkatan Konservasi daerah Tersedianya data kawasan resapan | Kota Bontang 650.000.000 APBD 650.000.000
Tangkapan Air dan Sumber-sumber | sebagai zona isian/imbuhan air Kota
air tanah (kajian sumur imbuhan)
08 | 01 | 08 | 01 17 | 11 | Pengelolaan Keanekaragaman Tersedianya dokumen profil flora Kota Bontang 1 dokumen APBD
, ) 75.000.000 90.000.000
Hayati dan Ekosistem dan fauna Kota
08 | 01 | 08 | 01 | 18 PROGRAM REHABILITASI DAN 200.000.000
PEMULIHAN CADANGAN SUMBER
DAYA ALAM
08 | 01 | 08 | 01 18 | 01 | Pengelolaan dan Rehabilitasi Pemantauan ekosistem hutan Kota Bontang 10 stasiun 200.000.000 0
Terumbu Karang, Mangrove, mangrove, terumbu karang,
Padang Lamun, Estuaria dan Teluk estuaria, dan padang lamun
08 | 01 | 08 | 01 | 19 Program Peningkatan Kualitas dan 695.000.000
Akses Informasi Sumber Daya 662.620.000
Alam dan Lingkungan
08 | 01 | 08 | 01 19 | 01 | Peningkatan Edukasi dan Terpenuhinya kriteria sekolah Kota Bontang 3 sekolah 227.350.000 APBD 3 sekolah 320.000.000
Komunikasi Masyarakat di Bidang Adiwiyata Kota
Lingkungan
08 | 01 | 08 | 01 19 | 02 | Pengembangan Data dan Informasi | Dokumen Status Lingkungan Hidup | Kota Bontang 1 dokumen 67.850.000 APBD 1 120.000.000
Lingkungan Daerah Kota dokumen
08 | 01 08 01 19 04 | Penguatan Jaringan Informasi Pusat | Tersedia dan terpasangnya Kota Bontang 122.000.000 APBD 110.000.000
dan Daerah perangkat lunak dan keras SILH Kota
08 | 01 08 01 19 | 06 | Penanganan Kasus-kasus Prosentase penyelesaian kasus Kota Bontang 100% 89.050.000 APBD 100%
Lingkungan Hidup lingkungan hidup Kota 145.000.000
08 | 01 08 01 19 | 07 | Pemberdayaan Masyarakat di Penghargaan kelompok Kota Bontang 3 60.235.000 APBD 0
Bidang Lingkungan masyarakat (pokmas) Kota




Hal. 21

. Rencana Tahun 2015 Catat Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan indikator Kineria an
i i
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Ke 'atlan Target Kebutuhan Sumber Penti Target Kebutuhan Dana/
- 8! 8l Lokasi Capaian Dana/ Pagu 1 Capaian
Program/Kegiatan .p i / .g Dana .p i Pagu Indikatif

Kinerja Indikatif ng Kinerja

08 | 01 | 08 | 01 19 | 08 | Pemilihan Duta Lingkungan Terpilihnya duta lingkungan hidup Kota Bontang 3 orang 96.135.000 APBD 0

tingkat nasional Kota
5.573.971 5.144.000

Total




3.1

3.2
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BAB Il
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaanya, tidak semua urusan tersebut dapat dilaksanakan karena
permasalahan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan, dan regulasi
dan kondisi geografis kota Bontang . Berikut ini akan diuraikan permasalahan yang
dihadapi BLH Kota Bontang dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsinya.

1. Sumber Daya Manusia

Dalam rencana pengembangan sumber daya manusia BLH membutuhkan minimal
37 personil dengan perincian Sekretariat 13 orang, Bidang Tata Lingkungan dan
AMDAL 8 orang, Bidang Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan &
Pengelolaan Limbah/Pemulihan Lingkungan 9 orang, dan Bidang Komunikasi &
Penegakan Hukum Lingkungan 9 orang; dengan jumlah personil saat ini, BLH masih
kekurangan 6 orang. Di samping itu, peningkatan kualitas SDM juga perlu
mendapatkan perhatian. Hal ini dilakukan agar tiap personil dapat menjalankan
tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Peningkatan kualitas SDM dilakukan
melalui pendidikan dan pelatihan.

2. Sarana dan Prasarana

Peningkatan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang fungsi Badan
Lingkungan Hidup. Sarana dan prasarana yang penting dan sangat diperlukan dan
belum dimiliki oleh BLH Bontang yaitu laboratorium lingkungan dengan segala
kelengkapannya dan sarana prasarana pendukung kinerja BLH.

3. Regulasi

Sesuai dengan amanat UU No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan
Pengendalian Lingkungan Hidup, Kabupaten Kota memiliki kewajiban untuk
menyusun regulasi daerah. Proses untuk membuat produk perundang-undangan
daerah membutuhkan proses waktu yang tidak sebentar. Sumber daya manusia juga
memegang peranan penting, apalagi produk perundangan yang akan dihasilkan
bersifat teknis operasional.

4. Pendanaan

Lingkungan hidup dalam Kepmen 13 tahun 2006 ditetapkan oleh pemerinah sebagai
urusan wajib. Dengan sifatnya yang mandatory tersebut, maka BLH diwajibkan
untuk melaksanakannya. Tanpa ditunjang oleh pendanaan yang kuat maka tentunya
kewajiban ini tidak dapat terlaksana dengan baik.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama
kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk
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mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah
tersebut.

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis
pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan
tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan
pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting Walikota dan Wakil Walikota Bontang
terpilih. Walikota Bontang dan Walikota terpilih menetapkan Visi pembangunan 5 tahun
ke depan (2011-2016) yaitu “Terwujudnya Masyarakat Bontang yang Berbudi Luhur,
Maju, Adil dan Sejahtera”.

Dari visi tersebut telah ditetapkan 4 misi pembangunan yaitu :

Misi 1 :  Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Bontang
yang berakhlak mulia dan professional.

Misi 2 . Meningkatkan kualitas tata kepemerintahan yang baik (good
governance).

Misi 3 :  Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Misi 4 : Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan cara

mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta
infrastruktur lainnya.

Pada pernyataan misi diatas bidang lingkungan hidup menempati urutan prioritas
ketiga. Hal ini menunjukkan pentingnya lingkungan hidup sebagian bagian dari
pembangunan Kota Bontang.

Selanjutnya, dari misi ketiga tersebut telah ditetapkan pula 3 submisi yaitu :

Submisil : Mewujudkan Kota Bontang yang Bersih, Hijau dan Asri
Submisi2 : Mewujudkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Submisi3 : Mewujudkan Peningkatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya

Alam dan Lingkungan Hidup, serta Penataan Ruang
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi (SKPD terkait)

Analisis Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan BLH Provinsi Kalimantan Timur
ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas
pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra BLH Kota Bontang terhadap sasaran Renstra
Kementerian Lingkungan Hidup dan BLH Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:
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a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra BLH Kota Bontang telah
berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra BLH Provinsi Kaltim dan
Renstra Kementerian Lingkungan Hidup.

b. Apakah tingkat capaian  kinerja Renstra BLH Kota Bontang
melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra BLH Provinsi Kaltim atau Renstra
Kementerian Lingkungan Hidup 2014.

Hasil review tersebut menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan
BLH Bontang yang akan ditangani pada Renstra BLH Kota Bontang periode 2011-2016.

Hasil review terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan BLH Provinsi
Kalimantan Timur tahun bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan
tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan
pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra BLH Kota Bontang. Review ini merupakan
proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra BLH Kota Bontang dengan
Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan BLH Provinsi Kalimantan Timur serta
mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau Kementerian
Lingkungan Hidup dan BLH Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan penelusuran, dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Renstra BLH
Kota Bontang 2011-2016 menggunakan Renstra Lingkungan Hidup tahun 2006-2011 dan
sebagai pembandingnya yaitu RPJM Provinsi Kaltim tahun 2009-2013 dan Renstra
Kementerian Lingkungan Hidup 2010-2014.

Pada RPJM Provinsi Kaltim 2009-2013 terdapat indikator kinerja pembangunan yang
didalamnya termuat indikator utama lingkungan hidup. Sedangkan indikator sasaran
pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup 2010-2014 berasal dari Rencana Tindak
Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014. Dari sisi waktu terdapat perbedaan
periode berlakunya dokumen. Oleh karena itu, terlebih dahulu perlu adanya penyamaan
persepsi dalam penilaian dan pembandingan indikator kinerja.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur
terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau
aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana
struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Lingkungan Hidup.
Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka BLH dapat
mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan
pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.
Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW,
SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW
tersebut.
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Penentuan Isu-isu Strategis

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses
penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang
telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis
meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara
moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa
mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh
karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya
merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.
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BAB IV
PENUTUP

Perencanaan Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang untuk periode 2013 merupakan
serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh
jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang
menetapkan visi dengan memperhatikan Renstra Kota Bontang dilanjutkan dengan
merumuskan misi, dan menetapkan tujuan, serta sasaran, sehingga akhirnya terbentuk
rencana kerja yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan.

Demikian perencanaan kerja Badan Lingkungan untuk periode tahun 2015.

Bontang, 21 Juli 2015
Kepala Badan Lingkungan
Hidup Kota Bontang

Drh. Agus Amir, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP 19600730 198903 1 005
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